Bab V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai
berikut:

1. Implementasi sistem pembayaran non-tunai berupa KKP dan CMS VA di lingkungan
Kementerian Koperasi dan UKM belum optimal, dengan penggunaan yang masih relatif
rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor komitmen pimpinan,
faktor sumber daya manusia, faktor ketersediaan SOP, faktor mekanisme reward and
punishment, serta faktor keterlibatan pihak Bank.

a. Faktor Komitmen Pimpinan
Belum adanya komitmen pimpinan yang cukup tinggi dalam implementasi sistem
pembayaran non-tunai. Hal ini tercermin dari beberapa kondisi, antara lain format
perjanjian kerjasama pengelolaan KKP yang belum mengikuti format terstandarisasi
dari Kemenkeu, belum tersedianya SOP, belum tersedianya mekanisme reward and
punishment, serta belum tersedianya pengawasan internal yang cukup memadai
terhadap pengelolaan kedua instrumen non-tunai tersebut.

b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Kapasitas SDM manajemen pengguna KKP maupun CMS VA di internal Satker belum
cukup optimal. Hal ini dapat terlihat dari berbagai permasalahan yang masih kerap
ditemui di lapangan. Kesalahan administrasi pertanggungjawaban kegiatan, kekeliruan
pembebanan  tagihan KKP, keterlambatan memproses administrasi
pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan, serta belum terpenuhinya prosedur
persetujuan perubahan limit KKP dan persetujuan pendebitan rekening dari CMS VA.
Mindset pegawai yang masih cukup sulit beralih ke sistem non-tunai harus betul-betul

menjadi concern dari pimpinan.
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c. Faktor Ketersediaan Standar Operating Procedure (SOP)
Satker belum memiliki SOP pengelolaan KKP maupun CMS VA sebagai standar baku
dalam bekerja sehingga belum tersedia pengaturan secara lebih mendetil. Pengaturan
ini diperlukan guna meminimalisir berbagai permasalahan yang masih sering terjadi di
lapangan.

d. Faktor Mekanisme Reward and Punishment
Satker belum menerapkan mekanisme reward and punishment dalam pengelolaan KKP
maupun CMS VA. dimana hal ini terlihat dari kondisi belum adanya aturan yang
mewajibkan penggunaan instrument non-tunai, belum terdapat sanksi yang diterapkan
atas penyalahgunaan penggunaan, keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban
dan pembayaran tagihan, serta belum adanya apresiasi atau reward terhadap
penggunaan KKP maupun CMS VA yang sudah baik dan melebihi target.

e. Faktor Keterlibatan Pihak Bank
Meskipun kerjasama yang terjalin dengan pihak Bank selama ini berjalan dengan relatif
baik namun beberapa fakta di lapangan seperti terjadinya double pembebanan oleh
pihak Bank atas satu transaksi yang sama, pengenaan biaya surcharge oleh merchant,
proses perubahan limit KKP diluar jam kerja yang cukup lama, hingga kasus
cybercrime yang belakangan ini menimpa dua Satker, mengindikasikan layanan yang
diberikan pihak Bank belum cukup optimal.

2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kelemahan dalam implementasi sistem
pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Suatu model
dirumuskan guna mengoptimalkan penggunaan KKP dan CMS VA dalam mekanisme
pembayaran belanja negara yang dilakukan oleh Satker. Model memasukkan komitmen
pimpinan sebagai faktor yang paling memengaruhi penerapan cashless payment system.
Faktor komitmen pimpinan juga memengaruhi faktor SDM, faktor ketersediaan SOP,
faktor mekanisme reward and punishment, dan faktor keterlibatan pihak Bank.

Pengelolaan faktor-faktor menuntut sinergi yang kuat antara organisasi dan manajamen
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pengguna instrument non-tunai. Dengan demikian setiap tahapan implementasi

pengelolaan KKP dan CMS VA yang dimulai sejak tahap penandatanganan kerjasama

antara Satker dengan pihak Bank, penerbitan dan penyerahan instrument, transaksi

penggunaan dan pertanggungjawaban, hingga tahap pengawasan dan monitoring

evaluasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi sehingga dapat berdampak pada

optimalnya sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan
UKM.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa perbaikan

terhadap penerapan faktor yang diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi sistem

pembayaran non-tunai dengan meningkatkan penggunaan KKP dan CMS VA.

1. Terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sistem pembayaran non-tunai:

a. Faktor Komitmen Pimpinan

Memperbaharui perjanjian kerjasama pengelolaan KKP antara Satker dengan

Bank Penerbit KKP sesuai format yang terstandarisasi pada PMK terkait.

. Menyusun policy brief untuk kemudian disampaikan kepada Menteri guna

memperoleh dukungan terhadap pentingnya implementasi sistem pembayaran
non-tunai pada mekanisme pembayaran belanja Kementerian.

Menerbitkan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran guna mendorong kewajiban
penggunaan KKP oleh para pegawai maupun CMS VA oleh Bendahara, pada akun
belanja tertentu seperti akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran, akun 521811
Belanja Persediaan, serta akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
Menerbitkan Nota Dinas Kuasa Pengguna  Anggaran guna
mendorong/menghimbau  komunitas UKM binaan Kementerian  untuk
mendaftarkan diri menjadi penyedia barang/jasa pada aplikasi marketplace
pemerintah, Digipay.
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v. Menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran terkait pembentukan tim
pemantauan dalam mengantisipasi dan memitigasi risiko yang berpotensi muncul
dalam penggunaan KKP maupun CMS VA.

b. Faktor Sumber Daya Manusia
I. Bagian Keuangan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, refreshment ataupun
bimbingan teknis yang ditujukan untuk pengelola keuangan maupun pengguna
instrument non-tunai pada masing-masing Satker.

ii. Bagian Keuangan mendorong pemanfaatan e-learning atau pelatihan jarak jauh
bagi para pegawai maupun pengelola keuangan, yang disediakan oleh Kemenkeu
melalui laman Kemenkeu Learning Center (https://klc2.kemenkeu.go.id/),
diantaranya seperti microlearning pengelolaan Uang Persediaan dalam KKP,
microlearning studi kasus perpajakan atas transaksi dengan KKP, microlearning
studi kasus pengujian belanja perjalanan dinas menggunakan KKP, dan
microlearning virtual account.

iii. Bagian Keuangan menginisiasi penyelenggaran kegiatan forum group discussion
secara berkala sebagai wadah berbagi pengalaman antar para pengguna instrument
non-tunai, khususnya terkait kendala-kendala yang kerap ditemui dalam
penggunaannya.

c. Faktor Ketersediaan SOP

i. Bagian Keuangan pada Unit Eselon | menyusun SOP sebagai acuan dalam
mengelola penggunaan KKP dan CMS VA, dengan melibatkan manajemen
pengguna dari seluruh Satker .

ii. Setiap Satker berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan evaluasi SOP secara
berkala, bagi pengelola keuangan maupun pengguna KKP dan CMS di internal
Satker.

d. Faktor Mekanisme Reward and Punishment
I. Pimpinan Unit Eselon I membangun mekanisme reward and punishment bagi para

pengguna maupun Satker. Pemberian reward atau apresiasi diberikan bagi mereka
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yang memiliki transaksi penggunaan KKP dan CMS VA tertinggi, misalnya
berupa piagam penghargaan ataupun acknowledgement pada social media
Kementerian. Sementara punishment atau sanksi diberikan kepada mereka yang
belum memanfaatkan KKP dan CMS VA pada kurun waktu tertentu, atau belum
mencapai target realisasi bulanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan selama dua bulan berturut-turut. Sanksi yang diberikan dapat berupa

surat teguran.

. Pimpinan Unit Eselon I melakukan evaluasi terhadap mekanisme reward and

punishment yang sedang berjalan, untuk mengukur dampak mekanisme tersebut

terhadap optimalisasi penggunaan instrument non-tunai.

e. Faktor Keterlibatan Pihak Bank

Pihak Bank memperbaharui perjanjian kerjasama pengelolaan KKP antara Satker
dengan Bank Penerbit KKP yang mengatur poin-poin mengenai keterlibatan bank
dalam pemanfaatan KKP dan CMS VA oleh satker.

. Pihak Bank menyelenggarakan kegiatan forum group discussion secara berkala

untuk meningkatkan koordinasi antara Satker dengan Bank dalam pengelolaan
KKP dan CMS VA.

Pihak Bank menyediakan layanan dan pengaduan 24 jam khususnya terkait
pengajuan perubahan limit KKP yang menjadi kebutuhan utama Satker, serta
untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis yang kerap ditemui di lapangan.
Pimpinan Satker mendorong pihak Bank untuk segera menyediakan aplikasi
daring (dashboard) untuk memantau seluruh penggunaan KKP secara real-time.
Pimpinan unit Eselon | mendorong pihak Bank untuk membuat laporan dan
analisis secara berkala atas penggunaan KKP maupun CMS VA di lingkungan

Kementerian Koperasi dan UKM.
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2. Terkait output penelitian dan penelitian selanjutnya

Pelaksanaan implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian
Koperasi dan UKM dapat mengacu pada model sistem pembayaran non-tunai terintegratif
yang dikembangkan oleh peneliti. Penerapan model dimaksud sangat bergantung pada
peran pimpinan dalam mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan
perbaikan manajemen kas pada lingkupnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan
dalam proses analisis dan validasi data. Key informant yang digunakan pada penelitian ini
masih terbatas pada pengelola keuangan dan pengguna instrument non-tunai pada Satker
Pusat. Untuk analisis data yang lebih mendalam, pemilihan key informant dapat
melibatkan pengelola keuangan dan pengguna instrument non-tunai pada Satker
Dekonsentrasi di daerah. Belum dilakukan proses validasi data melalui kegiatan Focus
Group Discussion atau diseminasi. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang lebih
valid, maka dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan proses validasi melalui kegiatan
tersebut.
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